
Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun. 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi d!UI Nepotisme {Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang No11101· 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor '17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Uudang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan menteri Dalam Negeri 
ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggsran yaitu pada 
kondisi tertentu, pergcseran angga.ran yang menyebabkan perubahan 
APRD dapat dilakukan sebelum perunahan APBD melalui ketetapan 
Kepa.la Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi 
tertentu tersebut dapat bernpa kondisi mendesak. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
buruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang 
Perubahan ketiga ams Peraturan Wali kota Kendan Nomor 56 Tabun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah 
KotaKendari Tahun Angga.ran 2022. 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2022 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR 4' TAHUN2022 

WALJKOTA KENDARI 

TENTANG 

,- 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentaug Pemeriksaan 
Pengelolaan clan Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambabao Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan. 
Pembangunan Nasional (Lembarun Negara RepubUk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da.erah 
(Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 20'.22 tcnta.ng hubungan Keuangan antar 
pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun '.2022 Tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pcmeri:ntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

l2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Trunbahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Tnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republl.lc lndonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5155); 

l4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja tnstanet Pernerintah (Lem.baran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia. Nomor 4614); 

l5. Peraturan Pem.erintah Nomor 71 Tahun 2010 tent.ang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran. Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 5165); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Talmo 2012 tentang Hibah Daerah 
[Lembaran Negara Rcpublik Jndonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Repnblik Indonesia Nomor 5272); 

l 8. Peraturan Pemerintah Nomor !2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarobaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604]1; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017 tentang Hak Kcuangan 
dan Administratif Piruplnan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stamlar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Ta.mbaban Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 617 8); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 12 'ranun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerab [Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor ,1,2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara £va1uasi Rancangan I'craturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah 
sebagatmana relah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 20 l I tentang Perubahan atas Peraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tat.a Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah rentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab dan 2015 Peraruran Kepala Daerah tentang Pcnjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

23. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomo.r 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

24. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bei:ita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kora Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Kendari (Lembara.n 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana tclah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua at.as Peraturan Daerah Kot.a 
Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Pcrangkat Daerah Kota Kendari (Lcmbaran Daerah Kota Kendllri Tahun 
2020 Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 ientang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2020 Nomor l ,1'ambahan Lembamn Daerah Kota Kenclari Nomor 
27); 



.Jumlah Pembiayaan Netto Setelab Perubabao 

Rp. 317.170.009. 716,00 
Rp 79.997.961.344,00 

Rp. 397.167.971.060,00 

Rp. 22.434.588.291,00 
Rp. o.oo 
Rp. 22.434.588.291,00 

Rp. 374. 733.382.769,00 

Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 

3. Pembiayaan: 
a. Pcnerimaan 

1) Semu.l.a 
2) Bertambah/ (berkurang] 

.Iurnlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Scmula 
2. BertRmhah/(berkurang) 

3. .Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

2. Be1anja: 
a. SemuJa 
b. J:lertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/ (Defisit) Setelah Peruba.han 

Rp. 1.571.927.277. 732,00 
Rp. 0 

Rp. 1.571.927.277.732,00 

Rp. l.866.662.699.157,00 
Rp. 79.997.961.344,00 
Rp. 1.946.660.660.501,00 

Rp. (374. 733.382. 769,00) 

Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai 
berikut: 
l. Pendapatan : 

a. Semula 
b. Bertambah/(bcrkurang) 

Jumlah pcndapatan seteJab perubahan 

Pasal 1 

Ketentuan Pasal l Peraturan. Wali Kota Kendari Nomor 56 Tahun 2022 tentang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Kendari Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun. 2022 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berilru t : 

Pasal I 

Menet.apkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 1'0MOR 56 TAHON 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 
DAERAB ROTA KENDARI TAHUN Al'IGOARAB 2022 

MEMUTUSKAN : 

27. Peraturan Daerah xota Kendari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lernbaran 
Oaerah Kota Kendari Tahun 202 1 Nornor 7); 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2~2 NOMOR 'f(,, 

S DAERAH KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal z.r - > - 2022 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal tr- f - 2022 

Peraruran Wali Kota Ini.mutai bertaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota 
ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal D 
I • 
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